
W.ALIKOTA MADIUN 

PERATURA.N WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 31 TAHUN 2018 

'l'ENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALlKOTA MADIUN NOMOR 3 9 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKA.N, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA 

Menimbang 

Mengiogat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja maka 

Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susu.nan Organisasi, Rincian Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja 

dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu djubah ; 

b. bahwa berdasarkan perti.mbang.in sebagaimana 

dimaksud dalan1 huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 39 Tahua 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan 

F'ungsi, serla Tata Kcrja Dinas Tenaga Kerja ; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenlang Apara.tur 

Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu.a 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah sebagaimana Lelah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahu.a 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentaog 

Perangkat Daerah ; 



Menetapkan 
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5. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tenlang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

6 . Peraturan DaeraJ, Kol.a Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerab; 

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nornor 6 Tahun 2017 

lentang Pedoman Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tabun 2016 

Lentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas 

dao Pungsi, serta Tata Kerja Dimas Tenaga K,crja; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALlKOTA MADWN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 39 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS TENAGA KERJA. 

Pasal I 

Bebcrapa keLt:ntuan dalam Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kcrja 

Dinas Tenaga Kerja (Serita Daer-.i.h Kota Madiun Tahun 2016 

Nomor 39/G), diubah sebagai berikut : 

l. Ketenruan huru.f b dan huruf e ayaL (2) diubah, clan 

diantara huruf r dan huruf g ayaL (2) PasaJ 5 disisipkan 

l (saL1.1) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 5 seca.ra 

keseluruhan berbunyi sebagai bcrikut: 

Pasal 5 

(l) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf b mempunyai rugas melaksanakan 

kebijakao pclayanan adroioisLrasi kepada semua 

unsur di lingkungan Dinas meliputl pengclolaan 

adminitrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan 

rumah tangga. 
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(2) Uotuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. perumusao kebijakan teknis, penyusunan 

perencanaan program kerja dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas ; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

kegiatan, pelayanan administratif dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 

terpadu ; 

c. peogelolaan Admiai!'lu-asi umum, rumab ta.ngga, 

dan perleogkapan ; 

d . penge!olaan urusan kehumasan dan keprotokolan 

di lingkungan Dinas ; 

e. pengelolaan administrasl dan pembinaan 

kepegawaian di Jingkungan Dinas ; 

f. ,pelaksanaan administrasi keuangan dan 

perobayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ; 

fl. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, 

pemeliharaan sarana dan prasarana ; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2. Diantara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 

(satu) huruf yakni el, sehingga Pasal 7 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Paaal7 

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaim.ana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai 

tugas : 

a . melakukan peoyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-rugas pada Sub 

Bagian Omum dan Keuangan ; 

b . melakukan urusan surat- roenyurat dan tata 

kearsipan; 



- 4 -

c. melak"l.lkan urusan rumah t.angga dan keamanan 

kantor; 

d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, 

upacara clan rapat dinas ; 

e. melakukan urusan pcngendalian t.ata usaha 

pengadaan, penyimpanan , pendistribusian , 

pengadministrasian dan perawalan ba.rang

barang inventaris sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan ; 

el. menyusun baban rencan.a program, 

melaksanakan/meogadakaa, dan mcmclihara 

saran a dan prasarana di lingku ngan Din as ; 

f. melaksanakan penatatisahaan keuangan dan 

pertanggungiawaban keuangan: 

g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji 

pegawai; 

h. rnengkoordinasikan dan mengb..Lmpun bahan

bahan untuk keperluan penyusunan dokumen 

yang mcmuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggru·an oleh pengguna anggaran 

serta perubahannya dt lmgkungan Dinas ; dru1 

i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasaa 

yang diberikan olch Sekreta.ris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) 

huruf b mempunyai tugas : 

a. melakukan penyusunan pereacanaan program 

kerja dan e11aluasi 11elaksanaan tugas-rugas pada 

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; 

b. melaku.kan penyusunan perencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan di lingkunga□ Dinas ; 

c. mengkoordinasikan clan menghimpun bahan

bahan uatuk keperluan penyusunan dokumen 

perencanaan clan penganggaran yang bcrisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegialatl perangkaL daerah serta rencan.a 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD 

serta perubahannya di lingkungan Dinas ; 
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d. mcnyusun, mengolah dan memelihara data 

adminislrasi ke-pegawaian serta data kegiatan 

yang berhubungan dengan kcpegawaian di 

llngkungan Dinas ; dan 

e . melakukan tugas lain yang bersifat kcdinasan 

yang diberika11 oleh Sekretaris. 

3. I<etentuan buruf a, hUruf b dan huruf h ayal ( I) Pasal 1 O 

diubah, sehingga Pasal lO secani. keseluruhan berbunyi 

sebagai berikut : 

PasaJ 10 

(1) Seksi Penempataa Ten~ga Kerja sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 9 ayal (l) huruf a mempunyai 

lugas: 

a. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

menyusun pe.rencanaan program, pclaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan tugas- tugas pada Seksi 

Peoempatan Tenaga Kerja ; 

b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

pembinaan (pengawasan, 

evaluasi dan 

pcngcndalian, 

pelaporan) monitoring, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 

Seksi Penempatan Tenaga Kcrja ; 

c. mercncanakan penyiapan sumber daya manusja 

dan sarana dan prasarana. memantau dan 

mengevaluasi penyebarluasan daa pelayanan 

iaformasi, bimbingan jabatan dan pendafta.ran 

pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi 

kerja ; 

d. melakukan penyusunan, pengolahan dan 

penganalisaa.n data pencari kerjl;! dan lowongan 

kcrJa; 

e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

perencanaan tenaga kerja, pembinaan 

perencanaan tenaga kerja mikro pada 

inst.ansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan 

penyelenggaraa.n 

ket:enagakerjaan ; 

sislim informasi 
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r. melakukan pembinaan dan pcnilaian angka 

kredit jabatan fungsional pcngantar kel)a; 

g. membual rencana kerja tentang perantaraan 

kerja dalam pclayanan kerja ; 

h. melakukan penyiapan bahan rekomendasi izin 

pendirian Lembaga Bursa Kerja, Lembaga 

Penyulu.han dan Bimbingan Jabatan serta 

rekomendasi kepada swasta dalam 

penyelenggaraan pameran bursa kerja/job 

market fair; 

i. melakukan fasilitas penempatan bagi pencari 

kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan 

tenaga kerja An tar Kerja An tar Oaerah/ An tar 

Kerja Lokal, dan Anlar Kerja AnLar Negara; 

J· mclak:ukan penyiapan bahan dalam ra.ngka 

penerbican Surat Persecujuan Penempacan Ancar 

Kerja Lokal ; 

k. melakukan penyiapan bahan dalam ra.ngka 

penempatan Tenaga Kerja Sukarela Luar Negeri, 

Tenaga Kerja Sukarela Indonesia ; 

1. melakukan penyiapan bahan daJa:rn rangka 

pcmbinaan, pengendalian dan pengawasan 

pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarcla ; 

m. meJakukan pendaft.aran dan fasilitasi 

pcmbentukal'I Tenaga Kerja Mandiri ; 

n. menyusun rencana pcmantauan dan cvaluasi 

Lem.baga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ; 

o. melakukan pcnyiapan, penerbitan, pemantauan, 

dan evaluasi lzin perpanja.ngan Mempekerjakan 

Tenaga Kerja As1ng uncuk Tenaga Kcrja Asing 

yang lokasi kerjanya dalam dacrab ; 

p. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

penyuluhan, pendaftaran, selcksi, pemberian 

rekomcndasl paspor, dan pengawasan 

rckruitmen calon Tenaga Kerja Indonesia; 
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q. menyusun rencana, mela.ksanakan, memantau 

dan evaluas.i penyebarluasan informasi syarat da_n 

mekaaisme bekerja ke luar negeri kepada 

masyarakat ; 

r. melakukan 

pendirian 

pencrbitan rekomendasi izin 

ka11tor cabaL1g Pen1sahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasca dan 

Pencrbitan Perizinan Unit Pelayanan serta 

tempat penampungan ; 

s. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

sosialisasi terhadap substansi perjanjian dan 

mela.kukan penelilian dan pengesahan 

perjanjian penempatan Tenaga Ker:ja Indonesia 

ke Luar Negeri ; 

t. melakukan pembinaan, penga,,·asan dan 

monitoring penempatan, perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia dan pelayanan kcpulangan 

Tenaga Kerja Indonesia berasaJ dari daerd.h ; 

u. menyiapkan sumber daya manusia untuk 

mela.kukan, memantau dan mengevaluasi 

penyelesaian permasaJahan Tenaga Kerja 

Indonesia pra dan purna peoempatan , 

v. menyiapkan sumber daya manusia dan sarana 

prasarana untuk memantau dan mengevaluasi 

pelayaaan pemulangan dan kepulangan Tenaga 

Kerja Indonesia ; 

w. menyiapkan sumber daya rnanusia dan sarana 

prasarana untuk m.e laksanakan, memantau dan 

mengevaluasi pembcrdayaaa Tenaga Kerja 

Indonesia puma ; 

x. melakukan penyiapan bahan daJam rangka 

penyelenggaraan program perluasan kerja 

melalui bimb1ngan usaha mandiri sektor 

informal, pencrapan teknologi lepal guna ; 

y. melakukan penyiapaa bahan, sumbcr daya 

manusia, sarana dan prasarana dalam rangka 

penyelenggaraan program pengembangan dan 

perluasan kerja; dan 
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z. mclaksanakan tugas lain yang bersifat 

kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Tenaga l<erja. 

l2) Seksi Pelalihan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 a:yat (I) huruf b mempunyai 

lugas: 

a. melakukan penyusunao percncaoaao program 

dan ovaJuasi pelaksaoaa11 tugas-tugas pada 

Seksi Pelatihan Kerja dan Transmigra.si ; 

b. meiakukan penyiapan bahao daJam rangka 

pelaksanaan kebijakan pemerintah dan provinsi, 

penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaao 

strategi penyelenggaraan urusan pemerint.ahan 

bidang pelalihan kerja dan transmigras1 ; 

c. melakukan pembioaan (pengawasan, 

pengendalian, monitoring, evaJuasi dan 

pelaporan) penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang pelalihan kerja dan 

lransmigrasi ; 

d. mengumpulkan bahan dan melaksanakan 

sosialisasi informasi regu la.si bidang pe.latihan 

kcrja yang akan disebarluaskan ; 

e. melakukan analisis kebutuhan, kcsiapan, 

pe.mbinaan dan penyelenggaraan, pemantauao 

dan evaJuasi pelatihan kerja ; 

f. melalrukan penyJapan, pelaksanaan dan 

pe.rnantauan, kegiatan pe.oiogkatan dan 

pengukuran produktivitas ; 

g. menyiapkan 

produktivitas ; 

promos1 pen ingkat.an 

h. melakukan pc-.:iyuluhan Lransmigrasi ; 

1. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

penyelenggaraan perizinan/ pendaic.aran lembaga 

pclaLihan scrta pengesahan kontrak/perjanjian 

magang dalam ncgeri : 
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J. rnenganallsis kebutuhan pclatihan kerja bagt 

sumber daya manus1a Lembaga Pelatihan Ke1Ja 

Swasta; 

k. mengumpulkan bahan verilikasi informasi 

rcgulasi bidang pelaihan kcrja yang akan 

disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta; 

I. menyusun kebutuhan sumbcr daya manusia 

dan sarana dan prasarana perizinan dalam 

pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta; 

rn. meneatukan pemberian tanda daftar lembaga 

pelatihan kcrja ; 

n. memim.pin Kegiatan Pemantauan dan E:valuasi 

Lembaga Pelalihan Kerja Swast.a ; dan 

o. melaksana kan rugas lain yang bersifa l 

kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Tenaga Kerja. 

(3) Scksi Pembinaan Hubungan lndustrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) hurufc rnempunyai tugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-cuga.s pada 

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Perlindungan Tenaga Kerja ; 

b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

pelaksanaan kebijakaa pemerintah dan provinsi, 

penetapan kebljakan daerah dan pelaksanaan 

strategi penyelcnggaraan urusan 

bidang hubungan industrial 

Perlindungan Tenaga Kcrja ; 

pcmcrintahan 

dan dan 

c. melakukan -pem binaa.n / sosialisasi 

(pcngendalian, monitoring, cvaluasi dan 

pelaporan) penyelcnggaraan u1·usan 

pemerintahan bidang hubungan industrial dan 

Perlindungan Tenaga Keija ; 
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d. melakukan pembinaan, penyuluhan hubungan 

industriaJ pancasila, persyaratan kc:rja dan 

proscdur penyelesaian pl"rselisiban hubUDgan 

industrial ; 

e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

membenluk kelcmbagaan hubungan industrial 

melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

perjanjian kerja bersama. Jembaga kerjasama 

Bipanit serla pengembangan kerjasama Tripartil 

di daerah; 

r. melakukan penyiapan bah.an dalam rangka 

pengesahan Pera tu ran Perusahaan, 

pendafi.aran Perjanjian l<erja Bersama, scrta 

pendaftaran Persetujuan Bersama pada 

pemborong pekerjaan/ penyedia jasa pckcrja ; 

g. melakukan penyiapan baban dalam rangka 

pcmber.ian rekomendasi 

operasional perusahaan 

pekerja/buruh ; 

penerbitan 

penyed.ia 

izin 

jasa 

h . melakuka;, 

pencegahan 

hubungan 

penyiapan bahan dalam rangka 

dan penyelesaia.ti perselisihan 

induslrial, mogok kerja dan 

penutupan perusahaan; 

i. melakukan pcnyiapan bahan dalam rangka 

pembinaan sumber daya manusia dalam 

pencegahan dan penyelesaian perselisilian 

hubungan fndustriaJ dao memperoleh Sertifikasi 

dari Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia ; 

J• melakukan penyiapru.1 

Dewan Pengupahan 

bahan bersama dcngan 

Daerab dalam rangka 

penyusunan dan pengusulan penetapa.n Upah 

Minimum Kota pada Gubemur; 

k. melakukan pembinaan penyelenggaraan fasililas 

kesejabteraan di perusahaan ; 



• 11 • 

I. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

verifikasi keanggotaan dan pe.ncatatan Serikat 

Pekcrja /Serikat Bu.rub; 

m. melakukan pendataan pe.laksanaan hubungan 

industrial pada perusahaan ; 

n. melaksanal<an pemantauan, evaluasi da.n 

pelaporan kcgiatao ; clan 

o. melaksanakan rugas lain yang bersifal 

kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Tenaga Kcrja. 

4 Ketentuan huruf h ayat (l) diubah, diantara huruf k dan 

huruf I ayat (1) dii.ambahkan l (satu) huruf yakni k 1, 

huruf b ayat (3) dihapus, huruf h ayat (3) diubah, diantara 

huruf i dan huruf j ayat (3) dita1nbahkan I (satu) huruf 

yakni huruf i 1, sehingga Pasal 13 se~ra keseluruhan 

berbu.nyi sebagai berikul: 

Pasal 13 

(I) Seksi Pem binaan dan Peogawasan Perindustrian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf a mcmpunyai rugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada 

Seksi Pembinaan dan Pcngawasan 

Perindustrian : 

b. menyusun rancangan naskah/ oaskah akademik 

rencana pembangunru1 industri kota ; 

c. merancang Peraturan Daerah lenlang iodustri 

kota; 

d. melakukan penyiapan bahan bimbingan lels:nik 

dan pengembangan sarana usaha dan produksi 

di bidang industri mesin dan standar 

pengawasao mutu diversifikasi produk ,inovasi, 

industn logam, kimia, tekstil, kaca, dan plastik , 
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e. menyusun rencanA pen.gembangan wilayah 

pusat pertumbuhan industri ; 

f. mengcmbangkan, mengkoordinas1kan, 

mcnyiapkan infrastulctur kawasan peruntukan 

industri dalam rencana tata ruang dan wilayab ; 

g. menyusun informasi potensi sumbcr daya alam 

yang rlimiliki wilayab kota ; 

h. menganaJisis, pemberian fasiJitasi, dan fasilitasi 

akses permodaJan melalui bank dan lembaga 

keuangan bukan bank; 

i. melakukan fasilitasi tcrhadap penerapan 

standar yang akan di.kembangkan ; 

j . melakt;rkan fasilitasi kei:jasama antara industri 

kccil menengah dan industri besar serta sektor 

ekonomi lainnva ; 

k. melakukan penerapan kornpetcnsi sumbcr daya 

manusia industri dan aparatur pembina industri 

serta mengusulkan pelaksana.an pend idikan dan 

pelatihan sumber claya manusia industri dan 

aparatur pembina industri ; 

kl. melakukan pembinaan, pengawasan monitoring 

dan evaluasi usaba indL1stri ; dan 

J. mclakukan rugas lain yang bersifal kedinasan 

yang di berika.n oleh Kepala Bidang 

Perindustrlan. 

(2) Seksi Pemberdayaan lnduslri Kecil dan Meoengab 

sebagaimana dimaksud clalam PasaJ 12 ayat (1) 

buruf b mcmpunyai rugas : 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaJuasi pelaksanaan tugas-tugas pada 

seksi pemberdayaan lndustri Kecil dan 

Menengah; 

b. melakt;rkan penyiapan bahan bin1b1ngan teknis, 

kerjasama pengtimbangan sarana dan produksi 

di bidang indusLri agro, logam, hasil hutan, 

mesin, tekstil dan elektronika ; 
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c. melakukan penyiapa.n bimbingan leknis 

pengembangan penerapan pengawasan mutu. 

cliversilikasi produk inovasi teknologi di bidang 

industri elek1ronika dan produk elektronika 
mesin; 

d . mdakukan penyiapan bahan bimbingan teknis 

dan pengem.bangan saran dan usaha industri 

kimia, tekst.i.1 ; 

e. memfasiliiasi pelalihan teknoJogi dan dcsam 

industri krcaaf; da.11 

f. rnelakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang di berikan oleh Kepala Bidang 
Perindustrian ; 

Seksi Sarana dan 

dimaksud dalam 

mempunyaj tugas : 

Promosi lndustri sebagaimana 

Pasal 12 ayat (l) huruf c 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada 

Seksi Sarana dan Promosi ; 

b. dihapus; 

c. melakukan pengumpulan a.nalisis daLa, 

diseminasi data bidang sarana industri ; 

d. melaksanakan penyiapan bahan sLandarisasi 

industri; 

e. mcmfasilitasi promos! produk indusLri kecil, 

menengah dan besar ; 

f. mcmfasilitasi konsultasi bimbingan advokasi 

da.n fasilitasi perllndungan Hak Kekayaan 

lntelektuai bagi industri kccil ; 

g. memfasilitasi promosi produk lndustrl Kecil dan 

Menengah di tingkat regiona l, nasional clan 

intcmasional; 

h. melakukan penyiapan bimbingan teknis mutu 

produk industn ; 

1. mengembangkan pelaksanaan industri kreatif ; 

il. mempromosikan produk industri ; dan 

j. mclakukan rugas lain yang bersifat kedinasan 

yang di berikan oleb Kepala Bidang 

Perindustrian. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini muJai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di M A D I U N 

padatanggal 14 September 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYAXTO, SH, M.Hum. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 31/G 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADlUN 
SEKRETARIS DAERAH 

HUKUM 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 


